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KATA PENGANTAR   

 
 

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2024 oleh Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jambi. Penyusunan laporan ini 

merupakan wujud komitmen Stasiun KIPM Jambi dalam menyediakan layanan informasi bagi 

masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

36/KEPMEN-KP/2019 mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik. 

Laporan ini berisi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik 

yang dikelola oleh Stasiun KIPM Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). Data yang disajikan dalam laporan ini diperoleh dari berbagai permohonan informasi 

yang masuk, baik secara langsung maupun melalui platform daring. 

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi 

publik di Stasiun KIPM Jambi. Kami juga sangat mengapresiasi kritik dan saran yang 

konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. 

 

 

Jambi,  30 Desember 2024 
Mengetahui, 
Kepala Stasiun KIPM Jambi 

 
 
 

Piyan Gustaffiana, S.St.Pi., M.Si, M.H
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Sejak tahun 2008, Indonesia telah memasuki babak baru dalam 

transparansi, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini 

merupakan salah satu regulasi yang lahir pada tahun tersebut, diundangkan pada 

30 Oktober 2008, dan mulai diberlakukan dua tahun kemudian. Dengan total 64 

pasal, aturan ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk memberikan akses 

informasi kepada masyarakat, kecuali terhadap jenis informasi tertentu yang 

dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik antara lain:  

a. Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk 

pengembangan pribadi dan sosialnya, serta memainkan peran penting 

dalam ketahanan nasional;  

b. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi 

publik adalah salah satu ciri penting dari negara demokratis yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik; 

c. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai sarana untuk 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara 

dan Badan Publik lainnya yang memiliki dampak pada kepentingan publik;  

d. Pengelolaan Informasi Publik adalah salah satu upaya untuk 

mengembangkan masyarakat informasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk 

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum dari 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

mencakup Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, yang meliputi: 

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia 

informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; 

2. Terwujudnya sistem integrasi yang baik antara penyedia informasi publik 

dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. 

Prinsip pelayanan informasi mencakup: 

1. Informasi publik disampaikan dengan mengutamakan prinsip kemudahan, 

kecepatan, dan kesederhanaan; 

2. Pelayanan informasi publik dilakukan melalui satu pintu; 

3. Penyajian informasi publik disesuaikan dengan jenis dan format yang 

disediakan oleh PPID. 

Keterbukaan informasi publik sangat penting karena memungkinkan 

masyarakat untuk mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh 

Badan Publik, terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara 

demokrasi harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen kunci dalam pelayanan publik, 

sekaligus hak strategis bagi warga negara untuk mengakses hak-hak lainnya. Sulit 

bagi seseorang untuk memperoleh hak dan layanan lainnya secara benar jika 

informasi mengenai hak-hak tersebut tidak diperoleh secara tepat. 

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi 

yang berkaitan dengan lembaganya kepada masyarakat umum. Badan Publik dalam 

undang-undang ini mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta entitas 

lain yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga 

berlaku untuk organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain 
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yang mengelola atau memanfaatkan dana dari APBN/APBD, donasi masyarakat, 

dan/atau bantuan luar negeri. Dengan prinsip keterbukaan ini, diharapkan 

terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat, yang merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan 

demokrasi yang sesungguhnya. Akses masyarakat terhadap informasi diharapkan 

dapat mendorong Badan Publik untuk lebih bertanggung jawab serta berfokus pada 

pelayanan terbaik. Ini juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

1.2 Tujuan  
 Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah: 

1. Mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di Stasiun KIPM Jambi 

kepada publik (baik internal maupun eksternal). 

2. Sebagai dasar evaluasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di 

Stasiun KIPM Jambi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Memberikan masukan dan rekomendasi tindak lanjut jika terdapat kendala 

dalam pelaksanaan. 

1.3 Sasaran  
 Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah: 

1. Memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi dan dokumentasi Stasiun KIPM Jambi. 

2. Sebagai dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas informasi yang 

disampaikan dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 

Stasiun KIPM Jambi. 
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1.4 Manfaat 
Manfaat dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah: 

1. Tersedianya mekanisme penyampaian informasi yang sesuai dengan kebijakan di 

Stasiun KIPM Jambi. 

2. Masyarakat memperoleh hak atas akses informasi publik. 

3. Meningkatkan citra dan reputasi organisasi. 

4. Memberikan umpan balik bagi organisasi dalam upaya memperbaiki sistem 

pengendalian internal pemerintahan. 

1.5 Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public 

2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

keterbukaan informasi publik 

3. Perkip No 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik 

 
4. Permen KP No 19/ PERMEN-KP/ 2013 Tentang pelayanan informasi public di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

5. Permen KP No 32/ PERMEN KP/2014 tentang pelayanan publik di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

6. KepemenKP No. 35/ KEPMEN –KP/SJ/2014 tentang pengelolaan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

7. KepPPID No.43/PPID-KKP/IX/2022 tentang klasifikasi informasi  publik yang 

dikecualikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

8. KepPPID No. 42 /PPID-KKP/IX/2022 tentang daftar informasi publik          Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 
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9. Perkip No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasi informasi publik 

 
10. PermenKP No. 4/PERMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik 

di lingkungan Kementerian Kelauatan dan  Perikanan 

11. KepmenKP No.36/ KEPMEN-KP/2019 tentang pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan  dan Perikanan 

12. KEP-BKIPM No. 142/KEP- BKIPM tentang daftar informasi publik dan daftar informasi 

yang dikecualikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu , dan Hasil Perikanan 
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BAB II  

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK STASIUN KIPM JAMBI 

 

2.1 Sarana dan Prasaran 

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik 

di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Jambi. 

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi 

yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambin 

dillengkapi dengan fasilitas PPID Seperti : 

1. 1 ruang khusus PPID Stasiun KIPM Jambi 

2. 1 set meja beserta kursi petugas pelayanan 

3. 1 Komputer terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus 

bagi pencarian informasi yang datang langsung ke Stasiun KIPM 

Jambi 

4. Air Minum dan makanan ringan pada ruang PPID Stasiun KIPM Jambi 

 

2.2 Penyediaan Informasi Publik 

Selain memberikan pelayanan informasi dengan data langsung,  

1. Facebook  Stasiun KIPM Jambi (@bppmhkp_Jambi) 

2. Twitter /X Stasiun KIPM Jambi (@BPPMHKPJambi) 

 Youtube Stasiun KIPM Jambi (BPPMHKP Jambi SUPER FISH) 

3. Instagram Stasiun KIPM Jambi (@bppmhkp_Jambi) 

4. Email Stasiun KIPM Jambi (ski.jbi@gmail.com) 

5. Website Stasiun KIPM Jambi (https://kkp.go.id/unit-kerja/bkipm.html )  

 
 

  

mailto:ski.jbi@gmail.com
https://kkp.go.id/unit-kerja/bkipm.html
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2.3 Hasil Survey Kepuasan PPID KKP 

 
Berikut kami tampilkan hasil survey Kepuasan PPID KKP periode triwulan 

IV (Oktober s/d Desember) tahun 2024 di Stasiun KIPM Jambi. 
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BAB III  

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN 
INFORMASI                  PUBLIK STASIUN KIPM JAMBI 

 
 

3.1 Matriks Permohonan keterbukaan informasi publik 
Triwulan IV Tahun                  2024 ( Oktober s.d Desember 2024) 

  
Tabel 1. Matriks permohonan keterbukaan informasi publik Triwulan IV 

Tahun 2024 (Oktober s/d Desember 2024) 
 
 

No Tgl Nama Pekerjaan/ Intansi 
Informasi 

yang 
diperlukan 

Tujuan 
Keputusan/ 

Jawaban 
Tanggal 

Jawab 

1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

Dari matriks diatas maka jumlah permohonanan informasi publik Triwulan IV tahun 

2024 (Oktober s/d Desember 2024 ) tidak terdapat permohonan/permintaan 

terkait data dan informasi ( NIHIL ). 

3.2 Hasil dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik TW  IV 
Tahun 2024 

Dari  Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Stasiun 

KIPM Jambi TW IV Tahun 2024 terdapat beberapa perbaikan yakni selalu 

mengupdate informasi secara berkala. 

Terkait dengan hasil tersebut maka disampaikan bukti sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Tampilan website PPID KKP 
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BAB IV  
KENDALA DAN REKOMENDASI 

 

 

4.1 Kendala 
 

Berdasarkan penilaian SAQ PPID SKIPM Jambi masih terdapat 

beberapa kekurangan dokumen yang belum di uplode diantaranya : 

1. Dokumen kepegawaian meliputi: Jumlah pegawai, jenis kelamin, 

sebaran pegawai, dan gambaran umum pelanggaran yang 

ditemukan dalam pengawasan 

2. Dokumen pengaduan masyarakat: jumlah pengaduan, jenis, dan 

gambaran umum Pengaduan, serta laporan penindakannya 2023-

2024. 

3. Kelengkapan  kegiatan pembinaan oleh pimpinan (pada saat Apel 

Pagi dokumentasi dan laporannya) 

 

4.2 Rekomendasi 
 

Menambahkan beberapa kekurangan penilaian SAQ PPID SKIPM 

Jambi pada website PPID SKIPM Jambi. 
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BAB V 
 EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL MONEV TRIWULAN 

SEBELUMNYA 
 
 

5.1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya 
 
 

   Alamat/link website PPID KKP, yang juga mencantumkan alamat 

website PPID BPPMHKP/KIPM Jambi, telah mencakup seluruh bukti 

pendukung kelengkapan PPID. Seluruh dokumen pendukung tersebut selalu 

diperbarui secara berkala dan telah diunggah ke website PPID BPPMHKP 

Jambi dengan tampilan yang diperbarui sesuai kebutuhan.:  
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BAB VI  
KESIMPULAN 

 
 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 

(KIPM) untuk Triwulan IV Tahun 2024 (OKtober hingga Desember 2024), diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1. Pada Triwulan IV Tahun 2024 (OKtober hingga Desember 2024), tidak 

terdapat permohonan keterbukaan informasi publik yang dapat diproses 

atau dikabulkan oleh Tim PPID Stasiun KIPM Jambi, dengan kata lain nihil. 

2. Semua informasi yang wajib dipublikasikan telah diunggah di website resmi 

PPID BPPMHKP/KIPM Jambi, sehingga dapat diakses oleh publik dengan 

mudah. 
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Lampiran 1 

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW 
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI 

PUBLIK/PPID STASIUN KIPM JAMBI 
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Lampiran 2 

 
SURAT UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR  

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW 
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI 

PUBLIK/PPID STASIUN KIPM JAMB 
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